


Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, Advokat, dan Konsultan Hukum, 
berkantor di Damang Negara Hokum and Partner, beralamat di Perumahan Bumi 
Tamalanrea Permai (BTP) Blok M Nomor 149, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi­
Selatan, Nomor Telp: 082211948648, alamat e-mail: damcmg.ncparahulwm({l>gtnuil.com. 
dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas nama 
pemberi kuasa. U ntuk dan selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------­
-----PEMOHON; 

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Terhadap: 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara, yang berkedudukan di Jalan 
Taman Makam Pahlawan No. 65, Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, 
Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi-Selatan, yang untuk dan selanjutnya disebut 

se baga i---------------TERM OHO N; 

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 

Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara, 
berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahon 2024 
tentang Penetapan Basil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahon 
2024, Tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 
Desember 2024 Pukul 13.00 Wita (Bukti P-1). 

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan

Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, selengkapnya
harus dibaca:

"Perkara perselisihan penetapan pero/ehan suara tahap akhir hasil 
Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;" 

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Toraja Utara;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Mahkamah 
Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan 
perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2024 dalam Perkara a quo. 
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2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN/PERBAIKAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
(selanjutnya disingkat "PMK No. 3/2024"), yang pada pokoknya menyatakan:

"Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lam bat 3 
(tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara 
hasil pemilihan o/eh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota." 

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara
Tahun 2024, Tangga/ 3 Desember 2024 da/am Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, diumumkan pada hari Selasa
Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 13.00 Wita;

c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Kamis Tanggal 5 Desember

2024 Pukul 20.21 WIB sehingga masih memenuhi tenggang waktu yang
ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto
Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

d. Bahwa permohonan ini kemudian diajukan perbaikan pada hari Senin
Tanggal 9 Desember 2024 Pukul ........................ sehingga juga masih 
memenuhi tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata 
Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota. 

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Permohonan 
Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan 
permohonan dan waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan. 

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 PMK No. 3/2024 menegaskan:

"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) 
Pasangan ca/on Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati; (c) Pasangan ca/on Walikota dan Wakil 
Walikota; atau (d) Pemantau pemilihan dalam ha/ hanya terdapat satu 
pasangan ca/on." 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat 
mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati; 

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor
789 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
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62.647 sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor 
urut 2 adalah 68.422. sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan 

Pemohon adalah 68.422 suara - 62647 suara = 5.775 Suara; 

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran­

pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan
Calon Nomor urut 2 berupa:

- Terstruktur: Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI

dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel (Eva Stevany Rataba) melakukan
kecurangan melalui aparat struktural Kepala Sekolah tingkat Sekoiah

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas

(SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Toraja Utara

untuk menghimbau kepada orang tua siswa yang bersangkutan memilih

Pasion Nomor urut 2, dengan iming-iming memperoleh atau perpanjangan

kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP);

- Sistematis: Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI
dari Partai Nasdem Dapil 3 SulseI (Eva Stevany Rataba) melakukan

pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun dengan
mengundang orang tua siswa bersangkutan memakai kop surat Komisi X

DPR RI dan melakukan intimidasi pemanggilan satu per satu orang tua

siswa yang bersangkutan, lalu disampaikan apabila tidak memilih Pasion

Nomor urut 2, maka anak (siswa yang bersangkutan) akan dikeluarkan

dari kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP);

- Massif : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Anggota

DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel melakukan kecurangan dan

pelanggaran secara terstruktur dan sistematis di atas dalam lingkup 21
kecamatan, 40 kelurahan dan 111 Lembang (desa), dimana ha! ini

berdampak secara massif terhadap perolehan suara dari pihak Pasion

Nomor urut 2.

Sehingga dalam hat ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut di atas maka 
perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 sebesar 68.422 suara 

seharusnya dianggap tidak sah oleh Termohon; 

i. Bahwa daiam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah

menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016

secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
2/PHP.KOT-XVl/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor

84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP­

XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah
Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan

Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021];

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati,
walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan

bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain,

ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan

dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama
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Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan 
umum danjatau pengadilan tata usaha negara [PTUNJ; 

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang 

berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money 
politic, keterlibatan oknum atau PNS. dugaan pidana pemilu. dan 

sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil 
pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, 
yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang 
ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan 
mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan 
terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, 
parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan 
pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar o/eh 
mahkamah untuk membata/kan hasi/ penghitungan suara oleh 
KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota; 

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi ca/on yang bersifat 
prinsip dan dapat diukur [seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan 
syarat keabsahan dukungan bagi ca/on independen) dapat dijadikan dasar 
untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya 
yang tidak memenuhi syarat sejak awal; 

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 209-
210 /PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (Pilkada Tangerang
Selatan). Mahkamah menyatakan: " ... Bahwa pihak terkait telah ternyata
melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat,
Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau
barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan­
tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan
sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait .... " 

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Pemohon 
memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan 
(mengenyampingkan) keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam 

mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU / Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, dibuktikan bersama­

sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024. 

4. PO KOK PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 

1. Yohanis Bassani? dan Marten Rante Tondok 62.647 

2. 
Frederik V Palimbong dan Andre Branch 68.422 
Silambi 

Jumlah Keseluruhan Suara 131.089 
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b. 

C. 

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan 
perolehan suara sebanyak 62.647 suara, 

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara 
masing-masing pasangan cal on sebagai berikut: 

No. Nama Pasangan Calon 
Perolehan 

Suara 
1 Yohanis Bassan_g dan Marten Rante Tondok 62.647 
2 Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi 0 

Jumlah Keseluruhan Suara 62.647 

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan 
karena: 

1. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERLIBAT DALAM
PENYALAHGUNAAN PROGRAM PENERIMAAN INDONESIA PINTAR
(PIP) DI SELURUH SEKOLAH KABUPATEN TORAJA UTARA (SD, SMP,
DAN SMA):

Bahwa Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan, 40 
kelurahan dan 111 Lembang ( desa) yang masuk dalam salah satu 
Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Pemilihan Kepala 
Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 2 ( dua) Pasangan Calon yakni 
Nomor Urut 1 Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok (Pihak 
Pemohon), serta Nomor Urut 2 Frederik V Palimbong dan Andre 
Branch Silambi; 

- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan melibatkan oknum
Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel atas nama EVA
STEVANY RA TABA sebagai KETUA TIM KAMPANYE PEMENANGAN
PASLON NOMOR URUT 2 TINGKAT KABUPATEN (Bukti: P-54)
secara Terstrukur, Sistematis dan massif melakukan tindakan yang
menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan
kecurangan melalui aparat struktural Kepala Sekolah tingkat Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah
Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten
Toraja Utara dengan menghimbau kepada orang tua siswa yang
bersangkutan untuk memilih Pasion Nomor urut 2, dengan iming­
iming memperoleh atau perpanjangan kartu Penerimaan Indonesia
Pintar (PIP), yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi
dengan mengundang orang tua siswa bersangkutan se­
Kecamatan Rantepao memakai kop surat Komisi X DPR RI (Bukti
P-55) dan melakukan intimidasi pemanggilan satu per satu orang tua
siswa yang bersangkutan. Lalu disampaikan apabila tidak memilih
Pasion Nomor urut 2, maka anak (siswa yang bersangkutan) akan
dikeluarkan dari kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP) yang secara
otomatis tidak memperoleh bantuan dana pendidikan, dalam lingkup
21 kecamatan (Bukti: P-56, Bukti: P-57, Bukti: P-69);
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16 Sesean Suloara 6 

17 Balusu 7 

18 Baruppu 7 

19 Awan Rante Karua 6 

20 Tandon 6 

21 Bangkelekila 4 

Total 193 

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu 
pada video Kampanye Rapat Umum Eva Stevany Lapangan Bakti, 

Kecamatan Rante Pao pada tanggal 21 November 2024 (Bukti P-46), 
Eva Stevany menyatakan secara terbuka bahwa untuk satu 
kecamatan yaitu kecamatan Sa'dan sudah 10.000 lebih Program 
PIP yang berhasil dia jalankan. Hal ini menunjukkan bahwa 

program PIP yang diklaim oleh Eva Stevany untuk dan atas nama 

Paslon Nomor Urut 2, memang sudah massif pengaruhnya agar 
pemilih mendukung Paslon Nomor Urut 2; 

Dari jumlah keseluruhan 193 SD yang ada di Kabupaten Toraja Utara 
dengan asumsi minimal jumlah siswa per SD kisaran 150 siswa maka 

ditemukan jumlah total 150x193=28.950, kemudian dikalikan dengan 
jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih 
maka ditemukan jumlah 28.950 x 2 = 57.900 suara; 

- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif
(TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2
setidak-tidaknya terjadi di 100% (seratus persen) Jumlah Kecamatan
yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah
terundang untuk tingkat SMP sebanyak 77, dengan rincian sebagai
berikut:

Daftar SMP se-Kabupaten Toraja Utara 

No Kecamatan JumlahSMP 

1 Rantepao 6 

2 Sa'dan 7 

3 Kesu 3 

4 Tallunglipu 4 
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5 Sopai 3 

6 Buntu Pepasan 5 

7 Nanggala 5 

8 Rindingallo 3 

9 Sesean 4 

10 Tikala 3 

11 Buntao 4 

12 Dende'piongan Napo 4 

13 Kapala Pitu 2 

14 Rantebua 5 

15 Sanggalangi 3 

16 Sesean Suloara 3 

17 Balusu 3 

18 Baruppu 3 

19 Awan Rante Karua 3 

20 Tondon 2 

21 Bangkelekila 2 

Total 77 

Dari jumlah keseluruhan 77 SMP yang ada di Kabupaten Toraja Utara 
dengan asumsi minimal jumlah siswa per SMP kisaran 150 siswa 
maka ditemukan jumlah total 150x77=11.550, kemudian dikalikan 
dengan jumlah minimal 2 ( dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai 
pemilih maka ditemukan jumlah 11.550 x 2 = 23.100 suara;

- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif
(TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2
setidaknya terjadi di 10 kecamatan Jumlah Kecamatan yang ada di
Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang
untuk tingkat SMA/SMK dengan rincian sebagai berikut:
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Daftar SMA/SMK se-Kabupaten Toraja Utara 

No Kecamatan Jumlah 
SMA/SMK 

1 Rantepao 6 

2 Sa'dan 1 

3 Kesu 1 

4 Tallunglipu 1 

5 Buntu Pepasan 1 

6 Nanggala 1 

7 Rindingallo 1 

8 Sesean 1 

9 Tikala 1 

10 Tondon 1 

Total 15 

Dari jumlah keseluruhan 15 SMA/SMK yang ada di Kabupaten Toraja 
Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SMA/SMK kisaran 

300 siswa maka ditemukan jumlah total 300x15=4500, kemudian 
dikalikan dengan jumlah minimal 2 ( dua) orang tua/wali yang 

terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah 4500 x 2 = 9000 
suara; 

Bahwa berdasarkan kalkulasi kisaran jumlah orang tua yang 

dipengaruhi oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk 
tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK apabila dijumlahkan maka akan 

memperoleh total suara sebesar 57.900 + 23.100 + 9000 = 90.000 
suara. 

- Bahwa selain dugaan perkiraan di atas, terdapat bukti konkrit atas

penyalahgunaan Program PIP yang dapat dimaknai sebagai tindakan
yang memenuhi sebagai pelanggaran TSM, adalah program a quo

sengaja dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan
melalui Ketua Tim Pemenangannya (EVA STEVANY RATABA) yaitu

terhadap Penerima PIP telah menjangkau untuk tingkat SD sebanyak

12.598 orang, dan tingkat SMP telah menjangkau sebanyak 368
orang (Bukti: P-56 dan Bukti P-57);

13 





- Bahwa jika 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana dimaksud tersebut

dihubungkan dengan daftar pemilih tetap perkecamatan, maka sangat

besar dampaknya in qasu mempengaruhi jauhnya selisih antara
Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 yang nyata-nyata

bertentangan dengan prinsip pemilihan yang jujur, adil, juga

demokrasi yang substantif;

- Bahwa adapun jumlah pemilih dari 10 kecamatan tersebut yang harus
dimaknai pelanggaran di tingkat proses yang mempengaruhi hasil
pemilih dalam klasifikasi tindakan yang berdampak massif, sebagai

berikut (Bukti: P- 60):

No. 
1. 

--

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

-

Kecam9-tan di Toraj'! Uta!a 
TONDON 

- -

BARUPPU 
AWAN RANTE KARUA 

NANGGALA 
SANGGALANGI 

SESEAN 
BANGKELEKILA' 

BUNTAO 
DENDE' PIONGAN NAPO _(PENPINA) 

BALUSU 
Total 

-

Daftar Pemil!� T et�� (DPT) 
8.124 

-

4.712 

3.913 

7.242 

9.934 

9.563 

5.353 

7.762 

6.188 

5.810 

68.601 

- -

- Bahwa sejumlah pemilih sebelum digelar pemungutan suara pada 27

November 2024, telah banyak mengalami intimidasi oleh tim 

pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 baik bagi orang tua siswa 

sebagai penerima program PIP maupun Mahasiswa yang sudah dan 

sedang dalam program penerimaan Kartu Indonesia Pintar (Bukti: P-61= 

percakapan antara orang tua penerima PIP dengan (Alwi trygrace ) salah 

satu tim pemenangan dedy-andre bentukan Eva Stevani Rataba, Bukti: 

P-62; Bukti: P-63= Percakapan antara salah seorang Tim pengurus KIP

bentukan Eva Stevany Rataba dengan Mahasiswa Penerima KIP, Bukti P-

69):
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anaknya akan dicabut/dicoret. Besar harapan Pemohon agar kesemua 

saksi a quo kelak dapat diperiksa di tahapan pembuktian dalam 

perkara ini (Bukti: P-19 sd Bukti: P-40). 

3. Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih di atas, maka
sudah sangat jelas kegiatan menguntungkan yang dilakukan Pasangan

Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan suara hasil di TPS
untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara;

4. Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas

perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan
menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi

perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Toraja Utara, sehingga sudah seharusnya dinyatakan

diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;

5. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari

Pemohon, melainkan juga hak dari Termohon dan juga hak dari Pasangan

Calon Nomor Urut 2 untuk membuktikan sebaliknya dan membantah

dalil-dalil Pemohon tersebut;

6. Bahwa sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah terdahulu, tidak

boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran
yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh

penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
(nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria),
sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D­
Vlll/2008, Hal 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-Vlll/2010 Hal. 133;

Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79/PHPU.D­
XI/2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIll/2010;

7. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, dan
berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing

Pasangan Calon serta bertentangan dengan sendi-sendi pemilihan yang

Luber dan Jurdil, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi
hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

bagi masing-masing pasangan calon. Prima Jacie yang sangat dirugikan
adalah kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai

Peserta Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2024 di Kabupaten Toraja Utara;

8. Bahwa karena pelanggaran administrasi TSM oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 2 telah terjadi dan yang sangat dirugikan adalah Pemohon,

maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah

Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus
didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara
Tahun 2024;
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